PERATURAN DAERAH KABUPATEN:MUSI BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

KABUPATEN MUS! BANYUASIN TAHUN 2012 — 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN, |

. bahwa dengan berakhirnya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun

2007 tentang Rencana . Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin perlu disusun Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 — 2017,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk memberikan
arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi
Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun 2012 — 2017;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) hurufe

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang
Nomor 12 = Tahun 2008, perlu menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2012-2017 dalam Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kébupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 — 2017;



Mengingat

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1859 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 19898  tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
indonesia Nomor 3851);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia
Nomor 4287);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan,

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang ‘Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-UUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4700);

11.Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007 tentand
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725); '

-13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia - Tahun 20089 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059),

14.Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang
Pelaporan Pemyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124),

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

24 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

25.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014;

26.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan gedung Negara

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukurm Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

29.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun
2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera
Sélatan {Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14},

30.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Tahun 2007 Nomor 17);



31.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 - 2013
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009
Nomor 6 Seri E);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun
2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2004 Nomor 6);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin tahun 2008 Nomor 33);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2008 Nomor 35);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 — 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan
BUPAT! KABUPATEN MUSI BANYUASIN
MEMUTUSKAN: _
Menetapkén . PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 - 2017.

 BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seiuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pifihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan  pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat

pusat dan daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 —~ 2025 yang
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan

nasional untuk periode 20 (dua puluh} tahun terhitung sejak tahun 2005

sampai tahun 2025.



10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014
yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2010 sampai dengan tahun 2014,

11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2005 — 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Sumatera
Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi
Sumatera Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun
2005 sampai tahun 2025. N :

12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2008 — 2013 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan
untuk periode 5 (lima} tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013.

13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2005 — 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Musi
Banyuasin adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Musi Banyuasin untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun
2005 sampai dengan tahun 2025,

14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2012 - 2017 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten
Musi Banyuasin adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun. :

15.Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun

16.Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

17.Rencana kefja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB i
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan
dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama
5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 dan pelaksanaan
lebih fanjut dituangkan dalam RKPD. '

Pasal 3
Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
a. BABI : Pendahuiluan

b. BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah



c. BABII : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendanaan -

d. BABIV - Analisis Isu-Isu Strategis -

e. BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

f. BABVI . Strategi dan Arah Kebijakan

g. BAB VIl . Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

h. BAB VIl : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Rencana
Kebutuhan Pendanaan

i. BABIX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah

i. BABX - Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

k. BABXI ~ :Penutup

Pasal 4

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah (RPJMD)
Kabupaten Musl Banyuasin Tahun 2005 — 2025 dan memperhatikan Peraturan
daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008
— 2013, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 —2014.

Pasal 6
Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun

waktu 2012 —2017.
Pasal 7

(1) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan di Daerah.

(2) ‘Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tupoksinya
bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

BAB 11
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman
penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2017, dan dapat
diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna pedoman penyusunan RKPD Tahun
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2017 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2017 — 2022 yang memuat visi dan

misi Bupati terpilih.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal — hal yang befum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, berdasarkan

peraturan perundang — undangan.
Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2007 tentang RPJMO Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2007-2012 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 26 Desember 2012
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Dtundangkan di :Sekayu ;
pada tanggal 0 Januadt 2013

SEKRETARIS DAERAH
u-ﬁUSI BANYUASIN

.&r

SERRETARIATAZ
DALRAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2012 NOMOR: 94 '
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